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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 500.17.3/742 TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA PENGECUALIAN OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan

masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat
memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan
masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan kondisi
di Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan kriteria
pengecualian objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856)




Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Kriteria Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

KEDUA : Kriteria sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

a. untuk kepemilikan rumah pertama yang merupakan
Rumah Bersubsidi Pemerintah; dan

b. besaran penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah merupakan seluruh pendapatan bersih yang
bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri
atau gabungan suami istri, paling banyak sebesar 2 (dua)
kali besaran nilai upah minimum Kabupaten Sukoharjo
yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah dapat menerbitkan surat
keterangan bukan objek bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan atas permohonan wajib pajak terhadap kriteria
pengecualian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2024
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TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;




